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ABSTRAK 

 

DONI NOVTRIANDI FIRDAUS (2012 200 149), dengan judul skripsi 

“Pengecualian Asas Cabotage dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi 

Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera 

Asing Ditinjau dari  Ilmu Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, 

yang dibimbing oleh Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa tentang relevansi 

pengecualian asas Cabotage yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-

undangan yang berada diatas peraturan menteri tersebut melalui tinjauan dalam  

ilmu peraturan perundang-undangan. 

 

Pada tanggal 20 Agustus 2015, Menteri Perhubungan berencana untuk 

meningkatkan sektor pariwisata salahsatunya dengan cara membuka akses bagi 

kapal pesiar (cruise) untuk berlayar di perairan Indonesia sebagaimana telah 

dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 

2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan 

Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing. Namun hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengecualian asas Cabotage tersebut merupakan hal yang 

tidak relevan karena asas Cabotage merupakan asas hukum yang tidak dapat 

dikesampingkan, serta tidak selaras dengan Pasal 45 UNCLOS dan Pasal 8 UU 

Pelayaran yang merupakan kaidah hukum konkret. Pengecualian asas Cabotage 

dalam peraturan menteri juga merupakan hal yang tidak tepat mengingat 

pengaturan asas Cabotage tertuang dalam undang-undang bila ditinjau dari 

ilmu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dibuat karena terdapat 

akibat hukum yang dari pengecualian asas Cabotage tersebut, yakni 

mengancam kedaulatan negara, melanggar hak-hak teritorial negara, serta 

merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia dengan ketidak taatan asas. 

Kata Kunci : Asas Cabotage, Pelayaran, Peraturan Perundang-undangan.   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Asas Cabotage merupakan bentuk perlindungan yang didasarkan pada 

pemikiran bahwa transportasi laut dalam negeri mempunyai peranan strategis 

dan signifikan dalam pembangunan nasional, yang didalamnya memuat 

bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Menurut 

Mochtar Kusumaatmadja, asas Cabotage diartikan sebagai asas atau prinsip 

yang menyatakan bahwa kegiatan pelayaran dalam wilayah perairan suatu 

negara hanya dapat dilakukan oleh kapal-kapal dari negara bersangkutan.
1
 

Asas ini memberikan kekuatan bahwa penyelenggaraan pelayaran dalam 

negeri sepenuhnya hak negara pantai. Artinya, negara pantai berhak melarang 

kapal-kapal asing berlayar dan berdagang di sepanjang perairan negara 

tersebut.  

Penerapan asas Cabotage tersebut didasari atas ketentuan Hukum Laut 

Internasional, ketentuan ini berkaitan dengan kedaulatan dan yurisdiksi negara 

pantai atas wilayah laut teritorialnya. Konvensi Hukum Laut 1982 atau yang 

lebih dikenal dengan United Nations Convention on the Law of The Sea 1982 

(UNCLOS) merupakan Konvensi yang telah diratifikasi Indonesia melalui 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations 

Convention on the Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Hukum Laut) ketentuan ini berkaitan dengan kedaulatan dan 

yurisdiksi negara pantai atas wilayah laut teritorialnya. Pengaturan asas 

Cabotage di Indonesia kemudian diatur dalam Bagian Kedua mengenai 

Angkutan di Laut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (UU 17/ 2008) dan secara teknis dirumuskan dalam Peraturan 

                                                           
1
 MOCHTAR KUSUMAATMADJA, PELAYARAN  NASIONAL DALAM RANGKA PENEGAKAN WAWASAN NUSANTARA 

(Kanindo Plaza, Jakarta, 1994) Hlm. 7. 



Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (PP 20/ 

2010). 

Pada tanggal 20 Agustus 2015, Menteri Perhubungan berencana untuk 

meningkatkan sektor pariwisata salahsatunya dengan cara membuka akses 

bagi kapal pesiar (cruise) untuk berlayar di perairan Indonesia sebagaimana 

telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 

Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan 

Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing (Permenhub 121/ 

2015) tepatnya di Pasal 3 yang berbunyi “kapal pesiar (cruiseship) berbendera 

asing dapat mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk 

berwisata mulai dari pelabuhan asal di dalam negeri ke destinasi wisata, untuk 

kembali ke pelabuhan asal keberangkatan, sepanjang perjalanan tersebut 

merupakan bagian dari perjalanan wisata dari dan keluar wilayah perairan 

Indonesia”. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa tidak harus kapal 

yang berbendera Indonesia yang boleh menurunkan dan menaikkan 

penumpang di pelabuhan di Indonesia, kapal asing juga diperbolehkan untuk 

melakukan hal tersebut. Namun dalam Bagian Kedua mengenai Angkutan 

Laut di UU 17/ 2008 tepatnya di Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa 

“kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut 

nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh 

Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia” dan ayat (2) yang berbunyi 

“kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/ atau barang antarpulau 

atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia”. Selain itu, Pasal 5 dalam 

PP 20/ 2010 juga menegaskan bahwa kegiatan angkutan laut di dalam negeri 

dilarang dilakukan oleh kapal asing. 

Permenhub 121/ 2015 tersebut dinilai melanggar tatanan hukum yang berlaku 

karena telah mengenyampingkan asas Cabotage yang tertuang dalam UU 17/ 

2008 tanpa ada pengecualian atau pembatalan terlebih dahulu atas UU 17/ 

2008 tersebut. Lalu, mengapa Permenhub 121/ 2015 masih berlaku? 

Seharusnya ketentuan mengenai keterbukaan bagi kapal asing untuk berlayar 



di perairan Indonesia tidak tepat bila diatur dalam Peraturan Menteri, karena 

suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, dikecualikan, dan 

dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang 

tingkatannya sama atau lebih tinggi. Jika materi dalam peraturan perundang-

undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian 

materi dalam peraturan perundang-undangan lama, di dalam peraturan 

perundang-undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan 

seluruh atau pencabutan sebagian peraturan perundang-undangan (dalam hal 

ini UU 17/ 2008). Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-

undangan hendaknya tidak dirumuskan secara umum, tetapi menyebutkan 

dengan tegas peraturan perundang-undangan mana yang dicabut.
2
 Selain itu, 

pencabutan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU 17/ 2008) 

tersebut harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari 

peraturan pelaksanaan, peraturan yang lebih rendah, atau keputusan yang telah 

dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dicabut.
3
  

Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan 

terutama dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan sebagai 

norma hukum yang bersifat hierarkis, norma hukum yang lebih rendah 

mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi, bukan saling 

bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.
4
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat permasalahan hukum sehinnga 

muncul gagasan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengecualian Asas 

Cabotage dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 

tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal 

Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing Ditinjau dari  Ilmu Peraturan 

Perundang-Undangan Indonesia”.  

                                                           
2
  MARIA FARIDA INDRATI SOEPRAPTO, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN: PROSES DAN PEMBENTUKANNYA (Kanisius,  
Yogyakarta, 2007) Hlm. 138. 

3
  IBID. 

4
  MARIA FARIDA INDRATI SOEPRAPTO, OP. CIT. 2, HLM. 139. 



 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

a) Apakah pengecualian asas Cabotage melalui Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian 

Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar 

(Cruiseship) Berbendera Asing terhadap Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan hal yang tepat apabila 

ditinjau dari asas dalam ilmu peraturan perundang-undangan? 

b) Bagaimana penyelesaian yang seharusnya diterapkan terhadap 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang 

Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal 

Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Memecahkan permasalahan hukum dari pemberlakuan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian 

Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar 

(Cruiseship) Berbendera Asing ditinjau dari ilmu peraturan perundang-

undangan 

b) Menganalisa apakah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 

Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan 

Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing merupakan 

perundang-undangan yang tepat untuk mencabut asas Cabotage 



c) Mengkaji cara penyelesaian atas pemberlakuan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian 

Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar 

(Cruiseship) Berbendera Asing. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Adapun kegunaan dari penulisan hukum ini adalah: 

 A. Secara akademis dan teoritis 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum dengan memperkaya wawasan akademis tentang 

bagaimana relevansi antara suatu produk hukum yang bertentangan dengan 

produk hukum lain dalam ilmu peraturan perundang-undangan Indonesia. 

 

 B. Secara Praktis 

1. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

 bagi masyarakat umum, khususnya para pengemban profesi hukum 

2. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan 

 pemikiran bagi para praktisi hukum dan juga para penegak hukum dalam 

 memberlakukan produk hukum dalam masyarakat. 

 

 

1.5  Metode Penelitian 

 

a. Metode Pendekatan 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian yuridis normatif dengan pengembangan paragraf secara deduktif 

(umum ke khusus). Penelitian Yuridis Normatif disebut juga dengan 

penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi 

dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada 



peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.
5
 

Penelitian yuridis normatif yang akan digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas-asas 

hukum, dan dengan ketentuan-ketentuan mengenai objek penelitian. 

Metode ini digunakan dalam melakukan studi pustaka untuk mengkaji dan 

menganalisis peraturan perundang undangan yang  berkaitan dengan objek 

penelitian 

b. Bahan Hukum 

1) Bahan Hukum Primer 

Peraturan perundang-undangan akan digunakan sebagai bahan hukum 

primer. Dengan menggunakan bahan hukum primer, maka validitas 

dan otoritas penelitian ini akan lebih tinggi dan sah/ valid.
6
  

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini 

karena bahan hukum sekunder memiliki beberapa keunggulan, yaitu 

memiliki isi dan sifat yang sangat luas, sehingga lebih mudah 

dipahami dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang 

membacanya.
7
 Bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk 

penelitian ini antara lain buku, artikel dalam jurnal ilmiah, karya 

ilmiah dari para sarjana dan sebagainya. 

c. Metode Analisis 

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara  penafsiran terhadap berbagai sumber hukum yang relevan 

dengan penelitian ini. 

d. Sistematika Laporan Penelitian 

                                                           
5
 BAMBANG S. WALUYO, PENELITIAN HUKUM DALAM PRAKTIK (Sinar Grafika, Jakarta, 1996) Hlm 13-14 

6
 ANNA FIDELIA ELLY ERAWATY, MODUL PEMBELAJARAN VOLUME 1 KEMAHIRAN UMUM UNTUK STUDI ILMU    

HUKUM: MEMBACA-MENCATAT-MENULIS ESAI AKADEMIK (Universitas Katolik Parahyangan, tidak  
dipublikasikan, 2011) Hlm. 11. 

7
 IBID. 



Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai apa yang akan diuraikan 

dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini akan terbagi kedalam lima 

bab. Gambaran isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini akan memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan, 

serta sistematika penulisan yang akan dibuat. 

BAB 2 ASAS CABOTAGE DI INDONESIA 

Bab ini memuat tentang asas Cabotage di Indonesia, mulai dari pengertian 

asas Cabotage, sejarah asas Cabotage, serta perkembangan asas Cabotage di 

Indonesia hingga saat ini. 

 

BAB 3 KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI, ASAS-ASAS, NORMA 

YANG BERTENTANGAN, SERTA PENGUJIAN TERHADAP 

PERATURAN MENTERI DI INDONESIA 

Bab ini akan memuat tentang kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan di Indonesia, beberapa asas dalam Ilmu 

Peraturan Perundang-Undangan, serta penyelesaian terhadap peraturan 

perundang-undangan yang perlu diuji. 

 

BAB 4 KEDUDUKAN DAN SUBSTANSI PERATURAN MENTERI 

PERHUBUNGAN NOMOR: PM 121 TAHUN 2015 TENTANG 

PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI WISATAWAN DENGAN 

MENGGUNAKAN KAPAL PESIAR (CRUISESHIP) BERBENDERA 

ASING  

Analisa guna menjawab permasalahan hukum yang timbul akibat 

pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut kemudian dikaitkan dengan 

landasan teori dan hukum yang berlaku. 

 

 



 

BAB 5 PENUTUP 

Bab terakhir dalam penelitian yang berisi penutup. Penutup yang dimaksud 

akan memuat kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya atas pemaparan permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




